BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan :

dan

BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2.

3.

10.

' &

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bengkalis.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis,
selanjutnya -disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten
Bengkalis.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Bengkalis.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah
Perda Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bengkalis.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten
Bengkalis;

Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang
memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.



BAB 11

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

(1)

(2)

(1)

(6)

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
. tunjangan keluarga;
. tunjangan beras;
. uang paket;
. tunjangan jabatan,
. tunjangan alat kelengkapan; dan
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. tunjangan alat kelengkapan lain.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan,
meliputi:

1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.

Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) diberikan kepada ketua DPRD setara dengan gaji
pokok Bupati.

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) diberikan kepada wakil ketua DPRD sebesar 80%
(delapan puluh persen) dari uang representasi ketua
DPRD.

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam
diberikan kepada Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah
pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya
masa bakti.

Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi
diterima pada hari kerja berikutnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(3)

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan
angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan
keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1
bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD
sampai dengan selesainya masa bakti.

Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga
dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh
persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah
pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya
masa bakti.

Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima
pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat
puluh lima persen) dari uang representasi yang
bersangkutan.

Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah
pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya
masa bakti.

Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan
diterima pada hari kerja berikutnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 7

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran,
badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat
kelengkapan lain.

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk
jabatan:

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);

c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan

d

. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan
jabatan ketua DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:

a. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan
1 (satu) bulan sampai dengan ‘2 (setengah) bulan
berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan
tunjangan alat kelengkapan; atau

b. masa bakti lebih dari 1% (satu setengan) bulan sampai
dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2
(satu) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Pasal 8

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap
bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan
reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan
atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan
belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan
dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan
reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan
keuangan daerah:



(6)

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang
representasi ketua DPRD.

Perghitungan dan penetapan kemampuan keuangan
daerah diatur dalam peraturan kepala daerah dengan
mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

(1)

(2)

(3)

(3)

Pasal 9

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
terdiri atas:

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan

d. pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga.

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. tunjangan transportasi.

Pasal 10

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan
pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui
status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan.



(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk
suami/istri dan anak.

(5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Jaminan  kecelakaan kerja dan jaminan kematian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan
huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d
terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam
1 (satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam
1 (satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam
5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan
1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan
1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip
efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas
dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah dengan ketentuan:

a. Standar satuan harga Ketua DPRD setara dengan
Bupati;

b. Standar satuan harga Wakil Ketua DPRD setara
dengan Wakil Bupati; dan

c. Standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 13

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan
DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan
bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada APBD.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat
1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya
masa bakti,

Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara
dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti,
rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau
berakhirnya masa bakti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan,
digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah
status hukumnya.

Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang
disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diubah.

Pasal 15

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada
yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.




: : ‘;:?'-.-[2) ‘Dalam' hal Pernermtah Daerah belum'_-dapat menyednakan '
: rumah negara. bagl Anggota DPRD 'sebagaimana dimaksud
-T__dzbenkan tunjangan perumahan

N [S)Nnjangan perumahan ‘dan - tunjangan transportas: bag1
" 'Pimpinan -DPRD . sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1)

¢ dibayarkan pada. tanggal 1 bulan benkutnya

L +(2): ‘dan : tunjangan ' transportasi bag1 Anggota . DPRD
f!sebag&umana dimaksud . dalam:Pasal 9. ayat {3) diberikan

" pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Fol '-_':_--'f(SJ:E:Pembayaran"‘ “tunjangan pemmahan ‘dan tunjangan

.pada tanggal 1 bulan berikutaya. .~ : - o
(6) _iTanggal 1. ‘bulan benkutnya sebagaimana dtmaksud pada v

& dltenma pada hari kerja benkumya

Bag1 .stiami’ dan/atau 1str1 yang menduduk1 Jabatan
. sebaga_l leplna.n dan/. atau’ Anggota ‘DPRD pada DPRD

Rt: ':g.Bag:L lepman dank Anggota. DPRD ya.ng suami atau' o
i+, istrinya’ menjabat sebagal kepala - daerah/wakil‘ kepala

" .-é'd1berhent1kan sementara t:ldak dlberlkan tun_]anga.n_
-jpcruma_han dan’ tun_]angan transportam o "

Rumah negara dan perlengkapannya serta kenda.ram dmas'
i _]abatan sebagalmana dunaksud ‘dalam Pasal 13 serta

. kepada 'mepman dan Anggota DPRD secara bersamaa_n o

--.-'(1] Besaran tun_]angan perumahan sebagalmana dlIIlakSl.ld

. “dalam’ Pasal 15 harus memperhat:lkan asas’ kepatutan _
é-kewajaran, raswnahtas standar harga setempat yang
: -g-berlaku dan ‘standar luas ‘bangunan:dah -lahan rumah

ndangan.

. | ‘dalam ‘Pasal 113, kepada - yang -.--"bersangkutari dapat' ER

- diberikan dalam bentuk’ uang dan dlbayarka.n sehap bula.n_ - o
-t.terhltung ‘miilai - tangga.l pengucapan sumpah/ ja_'l‘ljl yang L

: "_Q.'I‘un]angan perumahan sebagmmana dlmaksud pacla ayat' S

. dalam bentuk uang dan dlbayarkan setlap bulan terhitung -
b _.;,mulau tanggal perigucapan sumpah/_]an_n ya.ng dlbayarkan-- .

;transportasi’ kepada : Pimpinan 'dan/atau Anggota DPRD . ";::.'-;: L
ipengganti antar waktu dibayarkan: setiap bulan terhitung . =~ .
*mulai tanggal ‘pengucapan sumpah/ Jan]x yang dlbayarkan. I

.-"?ayat (3) ayat (4) dan‘ayat (5) merupakan hari libur, maka -
" ¢ wtunjahgan perumahan .dan tunjangan transp o rta31 .

*'-=hanYa : -dlbenkan salah_ satu tunjangan-: -

.daerah pada_ dacrah yang sama tldak dlbcnkan tun_]angan_""

Anggota | DPRD yang'j- "

tunjangan perumahan tdan - tun_]angan ) transportasr e .
_ ebaga.l_mana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat d1ber1ka.n

inegara ‘sesuai-. dengan ketcntuan pératuran perundang- '_'




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang
berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air,
gas, dan telepon.

Besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan
Bupati dengan ketentuan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD
dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai
dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk
Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.

Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah
Daerah melalui apraisal sesuai ketentuan perundang-
undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tahun.

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

Pasal 18

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional
kendaraan dinas jabatan.

Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh pemerintah
daerah melaui apraisal secara periodik minimal 1 (satu)
kali dalam 2 (dua) tahun dengan menggunakan kendaraan
3 (tiga) tahun terakhir.

Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Ketua DPRD setara dengan harga sewa kendaraan
perbulan dengan standar kendaraan dinas Ketua
DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangan;

b. Wakil Ketua DPRD setara harga sewa kendaraan
perbulan dengan standar kendaraan dinas Wakil Ketua
DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

¢ Anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan
perbulan dibawah standar kendaraan dinas jabatan
pimpinan bagi Anggota DPRD.

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.
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Pasal 19

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal
rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam
program dan kegiatan sekretariat DPRD.

(4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati
dengan ketentuan:

a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua
DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal
rumah tangga Bupati.

b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil
Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan
minimal rumah tangga Wakil Bupati.

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan
belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 20

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa
pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan
dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)
tahun, diberikan wuang jasa pengabdian sebesar
1 (satu) bulan uang representasi;

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang
representasi;

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang
representasi;

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang
representasi; dan
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e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau
paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia,

(4)

(5)

uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan wuang jasa
pengabdian.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 21

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk

(2)

(1)

mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD berupa:

a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4

. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber
daya manusia di lingkungan DPRD;

S. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan
dan kemasyarakatan; dan

6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD;

b. dana operasional Pimpinan DPRD;

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD;

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. belanja sekretariat fraksi.

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 22

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang
mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun
ke dalam renja dengan mempedomani agenda yang
disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1
tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRD menggunakan
perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan
DPRD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) juga disediakan belanja penunjang
reses yang dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara
sekretariat DPRD kepada pihak ketiga antara lain
konsumsi, ATK, sewa tempat, sedangkan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.

Pasal 23

Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan
kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil
ketua DPRD sehari-hari.

Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh
sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan
daerah:

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;

2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;

3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD;

b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;

2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;

3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus
untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan
dana operasional lainnya.



(5)

(6)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)
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Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun
anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan.

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk
keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat,
efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 24

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c
merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan
DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota,
pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran
sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu
DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang
hari atau orang bulan.

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar
atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam
Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan
1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai
kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung
tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan
memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli
fraksi diatur dalam  Peraturan Bupati dengan
memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 26

Belanja seckretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat
DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana
dan anggaran.

Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat
DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk
sarana mobilitas.

Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan
belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi
yvang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat
DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,
dan kepatutan.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

(1)

(2)

(3)

(1)

ANGGOTA DPRD
Pasal 27

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, wuang jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja
DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD
serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan
hak keuangan dan administratif berupa uang representasi,
uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan
kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih
dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas
Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak
keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan
Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Perturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Bengkalis, sepanjang mengatur mengenai
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI BENGKALIS,

AMRI KMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2g, Juli 2017

Plt. SEKRETA

-

DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

. ARIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU

(9.66.4/2017)
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR .2 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk
melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD
diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan
aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas
dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan
Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu

dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin
hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama
lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui
keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap
menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola
keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat
memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat di daerah tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan
daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan
tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,
selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan
rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi,
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi,
tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan
antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas,
produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan.

Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui
penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD.
Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan
DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli
alat kelengkapan DPRD.



II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau
diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan
istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang
bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah medical
check up.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang
dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah
disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara
dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak
dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi,
begitu pula sebaliknya.
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai
pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku
atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan  “representasi” antara lain
menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada
di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan
DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk
pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung
kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk
mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi
daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan
konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan
daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan
pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat
yvang sifatnya insidental.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
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Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Keanggotaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD diangkat oleh sekretaris DPRD setelah mendapat
persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten atau pimpinan alat
kelengkapan DPRD Kabupaten.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR
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PENJELASAN /KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat
untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah.

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut Bupati memiliki kewenangan
berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan dacrah kepada pejabat
Perangkat Daerah.

Sementara itu, DPRD sebagai unsur lainnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan fungsi yaitu:

a. Pembentukan peraturan daerah

pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara membahas
bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan
peraturan daerah, mengajukan usul rancangan peraturan daerah,
menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati.

b. Anggaran

pelaksanaan fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas
KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati, membahas rancangan
peraturan daerah APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
APBD.

c. Pengawasan

pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara mengawasi
pelaksanaan peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Kabupaten, serta tindak lanjut LHP BPK.

DPRD dalam melaksanakan ke 3 (tiga) fungsi tersebut merupakan
representasi rakyat di daerah, oleh karena itu DPRD harus menjaring
aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
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Peranan vital antara Bupati dan DPRD dalam melaksanakan fungsi
dan kewenangannya harus dilaksanakan secara berimbang dan
proporsional, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis
sehingga dapat mewujudkan kesejahtertaan rakyat secara bersama-sama.
Keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah diwujudkan dalam
koordinasi antara kedua lembaga untuk terjalinnya hubungan yang baik,
harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan
kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan
antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga
stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan
pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan
manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan
pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Anggota DPRD adalah sebagai
Pejabat Daerah. Selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang,
pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam
pengelolaan keuangan daerah, setiap penganggaran dalam APBD harus
didukung dengan dasar hukum yang melandasainya. Sehubungan dengan
hal tersebut, tentu diperlukan pengaturan terhadap hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang DPRD.
Penyediaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD,
selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD
dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenang lembaga, meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD,
Jjuga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa
Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga harus disediakan
belanja penunjang DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
mengamanatkan untuk Pengaturan hak keuangan dan administratif
pimpinan dan anggota DPRD serta belanja pendukung DPRD diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada tanggal 2 Juni 2017, Pemerintah
telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
yang menjadi dasar dan pedoman pemberian hak keuangan dan belanja
pendukung DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dimaksud
antara lain mengatur pemberian uang representasi, tunjangan-tunjangan
DPRD, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan
kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD berupa
rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja
rumah tangga, tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD berupa rumah
negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD, selain itu dalam Peraturan Pemerintah tersebut
juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan
dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur
tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD diwajibkan mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dimaksud, paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut

diundangkan.
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Hak Keuangan DPRD dan Anggaran Belanja DPRD merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan
merupakan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD-lah yang
bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan
Anggota DPRD yang diformmulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan
pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan
usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya
diperlakukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya.

Peraturan Daerah mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau
pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja
penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD
melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
bertanggungjawab dengan tujuan agar DPRD dapat meningkatkan
kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan
DPRD. Selain pengaturan hak keuangan DPRD, Peraturan daerah
dimaksud juga menjadi landasan untuk penyediaan belanja DPRD dalam
rangka mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam program
dan kegiatan sesuai dengan agenda kerja DPRD.

. Maksud

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai hak-hak keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman yang mengatur hak
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemerintah daerah untuk
segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam
peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ke dalam peraturan daerah.
Perumusan peraturan daerah dimaksud untuk mengedepankan prinsip
dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya
dan/atau perundang- undangan yang lebih tinggi.

. Tyjuan

Tersusunnya peraturan daerah mengenai hak-hak keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi landasan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, yang
bertujuan agar pengaturan terkait pemberian hak keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD serta belanja penunjang DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB II
POKOK-POKOK PIKIRAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota
DPRD berhak memperoleh tunjangan, fasilitas dan belanja penunjang yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan
kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam penyediaan
belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
pengaturan mengenai hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja
penunjang DPRD yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah menganut
prinsip- prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD
memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin
dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten
yang disetarakan dengan Gaji Bupati sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan
antara lembaga DPRD dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, besarnya
uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku pimpinan lembaga
legislatif sama dengan besarnya gaji Bupati selaku pimpinan lembaga
eksekutif. Selain pemberian besaran uang representaasi yang sama, ketua
DPRD juga diberikan fasilitas yang sama dengan Kepala Daerah, antara lain
rumah dinas, tunjangan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan, tunjangan
kecelakaan kerja dan kematian, biaya rumah tangga, serta kendaraan dinas.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan
dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan
yang dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Selain
itu, beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga
merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan,
harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh pimpinan dan
anggota DPRD Provinsi. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan,
harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih
tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih
tinggi dari Ketua DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa
penghasilan dan fasilitas bagi anggota DPRD yang standarnya dibawah
penghasilan pimpinan DPRD seperti uang representasi, tunjangan alat
kelengkapan, tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan dalam hal
Pimpinan DPRD tidak disediakan fasilitas rumah atau kendaraan, serta
standar perjalanan dinas.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang
kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan
rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam
rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan
dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta
kemampuan keuangan masing-masing Daerah. Oleh sebab itu, dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, DPRD dapat disediakan kelompok pakar atau
tenaga ahli yang ketersediaanya disesuaikan dengan kebutuhan dalam
pelaksanaan tugas dan kemampuan keuangan daerah.
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Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak
diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi
sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan
patut diberikan uang jasa pengabdian. Dalam kaitan itu diperlukan adanya
pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi
mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode
etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD
atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari
pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pengaturan
mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain
memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD, juga memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur
belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai peraturan daerah mengenai hak-hak
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja DPRD dengan
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
MUATAN MATERI YANG DIATUR

Muatan materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang

adalah sebagai berikut :

1.

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

P
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uang representasi;

tunjangan keluarga;

tunjangan beras;

uang paket;

tunjangan jabatan;

tunjangan alat kelengkapan;

tunjangan alat kelengkapan lain;

tunjangan komunikasi intensif; dan

tunjangan reses.

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a) jaminan kesehatan;

b) jaminan kecelakaan kerja;

c) jaminan kematian; dan

d) pakaian dinas dan atribut.

Tunjangan kesejahteraan disediakan bagi Pimpinan DPRD:

a) rumah negara dan perlengkapannya;

b) kendaraan dinas jabatan; dan

c) belanja rumah tangga.

Tunjangan kesejahteraan dapat disediakan bagi Anggota DPRD:
a) rumah negara dan perlengkapannya; dan

b) tunjangan transportasi.

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Belanja penunjang kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung
kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, berupa:

a.

Program, yang terdiri atas:

a) penyelenggaraan rapat;

b) kunjungan kerja;

c) pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;

d) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di
lingkungan DPRD;

€) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan; dan

f) program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

b. dana operasional Pimpinan DPRD;
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c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD;

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

e. belanja sekretariat fraksi
5. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
6. Ketentuan Lain-Lain



